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Abstract: The purpose of this research is to examine the role of Corporate Governance practice
to risk disclosure in Industry of perbankan Indonesia. Corporate Governance practice (CG) was
measured by: proportion of board of directors independent member, proportion of board of
directors members eduaction background, the number of meeting of board of directors, the
proportion of board of directors member, proportion of risk monitoring committe independent
member, the number of meeting of risk monitoring committe. The sample of this study was 62
banks listed in the Indonesian Stock Exchange within the year of 2010 and 2011. The data are
drawn from the annual report in the website of the companies. This research find that proportion
of board of directors independent member, the and the number of meeting of risk monitoring
committee are significant to risk disclosure. . This result indicates that the level of risk
disclosure is depend to board of directors independent member and the number of meeting of
risk monitoring committee.

Keywords: Risk disclosure, Corporate Governance practice, risk monitoring committe,
disclosure level.

Abstraks: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran praktik Corporate Governance
terhadap pengungkapan risiko di Industri Perbankan Indonesia. Praktik Corporate Governance (
CG ) diukur dengan : propors Komisaris independen , proporsi  latar belakang Pendidikan
Komisaris, jumlah rapat Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komite
Pemantauan Risiko Independen, jumlah pertemuan Komite Pemantau Risiko. Sampel penelitian
ini adalah 62 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam tahun 2010 dan 2011. Data
diambil dari laporan tahunan di situs web perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa proporsi
Komisaris independen, dan jumlah pertemuan Komite Pemantau Risiko yang signifikan positif
terhadap pengungkapan risiko. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan risiko
tergantung kepada Komisaris independen dan jumlah rapat Komite Pemantau Risiko .

Kata Kunci: Pengungkapan risiko, Corporate Governance, Komite Pemantau Risiko, disclosure
level.



Zulfikar and Suhardjanto: Praktik Corporate Governance Dan Risk …

Jurnal Akuntansi/Volume XVII, No. 03 September 2013: 321-340 322

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji praktek Corporate Governance (CG) dalam
penelitian ini direpsentasikan oleh karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko
terhadap pengungkapan risiko (Risk Disclosure atau  RD) industri perbankan di Indonesia.
Penelitian ini menguji peranan Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko perbankan yang
anggotanya adalah individu-individu pilihan mempunyai keahlian, independen dan berdedikasi
tinggi serta ditugaskan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaporan
keuangan yang disusun dan dilaporkan manajemen perusahaan menjadi informasi publik.

Pengungkapan risiko merupakan salah satu elemen informasi penting Industri Perbankan
dibutuhkan oleh mereka yang terlibat di pasar modal karena pengungkapan risiko memiliki
kandungan informasi positif bagi perusahaan dan bagi yang berkepentingan lainnya untuk
mendapatkan informasi risiko  di sebuah perusahaan (Hutton, 2004; Deumies, 2008). Salah satu
aspek pengungkapan di industri perbankan adalah pengungkapan risiko, dengan tujuan
pemegang saham dan Stakeholders mendapatkan informasi tentang risiko dan pengelolaan risiko.
(Linsley dan Shrives, 2005).

Penelitian Setyaningsih dan Atahau (2007) menyimpulkan beberapa kasus yang berkaitan
dengan pengungkapan risiko di perbankan Indonesia antara lain  Bank Asiatic tahun 2004
adanya kredit fiktif, Bank Danamon Medan  tahun 2004 terjadi penggelapan dana yang
dilakukan oleh pegawainya, tahun 2005 Bank Danamon Sabang Jakarta adanya penggelapan
dana nasabah, tahun 2002 Bank Lippo membuat laporan keuangan ganda dengan kandungan
informasi yang berbeda, Bank BNI Kebayoran Baru tahun 2003 dugaan penerbitan letter of
credit fiktif dan beberap kasus perbankan lainnya yang berkaitan dengan risiko anatar lain :
kasus pembobolan bank yang menimpa BII sebesar Rp 15 miliar pada Januari 2009, Bank
Mandiri Rp 200 miliar pada Mei 2009, BRI Syariah Rp 2,4 miliar pada Agustus 2009 dan Bank
Mega Rp 10 miliar pada Agustus 2009. Pada tahun 2010 BCA mengakui kerugian sebesar Rp 5
miliar atas kerugian dan Pada 2011 Bank Mandiri pun mengklaim kerugian Rp 18,7 miliar, dan
Bank Danamon Rp 3 miliar pada Maret 2011.

Di Indonesia, menurut peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, bahwa Dewan
Komisaris membentuk beberapa komite diantaranya Komite Pemantau Risiko. Komite-komite
yang dibentuk bertujuan untuk membantu Dewan komisaris dalam menjalankan perannya,
Komite-komite ini merupakan mekanisme corporate governance yang sangat penting bertujuan
untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan memberikan pengawasan yang
independen (Harrison, 1987).

Penelitian yang menguji Praktek Corporate Governance (CG) terhadap pengungkapan
risiko (risk disclosure atau RD) Industri Perbankan di Inggris  dilakukan oleh Abraham dan Cox
(2007). Kesimpulan penelitian tersebut adalah Ukuran Dewan Komisaris Independen
berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko sedangkan ukuran dewan komisaris
tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hasil yang sama diperoleh Htay,
Rashid, Adnan dan Meera (2011) yang dilakukan di Industri Perbankan Malaysia. Hasil
penelitian berbeda dilakukan di Industri Perbankan Indonesia oleh Suhardjanto dan Dewi (2010)
yang mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko  yaitu ukuran Dewan Komisaris dan jumlah
rapat Dewan Komisaris. Penelitian lainnya yang berkaitan dengan peran dari komite risiko
dilakukan oleh Tao dan Hutchinson (2012) menyimpulkan bahwa komite kompensasi dan
komite risiko berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan banyaknya pertemuan antara
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anggota komite berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko di Industri Perbankan
Australia.

Beberapa penelitian juga belum banyak yang melakukan pengujian yang mendalam
mengenai peran Komite Pemantau Risiko terhadap tingkat pengungkapan risiko. Berdasarkan
pemahaman, penelitian ini berusaha mengisi celah penelitian itu dengan mengguji kembali peran
Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko terhadap pengungkapan risiko. Komite
Pemantau Risiko digunakan dengan alasan Komite Pemantau Risiko dianggap lebih mampu
memberikan dukungan peran secara kritis terhadap pelaporan risiko perusahaan (Tao dan
Hutchinson, 2012). Konsep pengungkapan risiko yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengungkapan risiko secara keseluruhan berbeda dengan penelitian Suhardjanto dan Dewi
(2010) dengan menggunakan pengungkapan risiko finansial.

Di Indonesia pengungkapan risiko di perbankan merupakan mandatory disclosure yang
diatur oleh peraturan Bank Indonesia No: 5/8/PBI/2003, No 11/25/PBI/2009 dan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan Nomor.60 tahun 2010 risk secara eksplisit diungkapkan dalam
laporan tahunan perusahaan. Peraturan tentang standar pengungkapan informasi bagi perusahaan
yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik yaitu Peraturan No. VIII.G.7
tentang pedoman penyajian laporan keuangan dan Peraturan No. VIII.G.2 tentang laporan
tahunan. Diperkuat dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/BL/2008 yang mengatur
tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk
jenis Industri Perbankan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, dalam rangka mendukung
efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk beberapa
komite diantaranya Komite Pemantau Risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau
Risiko adalah melakukan evaluasi tentang kesesuaian antar kebijakan manajemen risiko dengan
pelaksanaan tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite
Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada
dewan komisaris.

Teori Keagenan (Agency Theory). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan agency
relationship sebagai kontrak yang ditetapkan antara prinsipal yang menggunakan jasa agent untuk
menjalankan kegiatan usaha dan bekerja untuk kepentingan prinsipal, termasuk didalamnya
pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari prinsipal pada agen. Keberadaan kontrak antara
prinsipal dan agen yang disertai pendelegasian wewenang ini, memunculkan kemungkinan agent
mengambil keputusan-keputusan bisnis yang menguntungkan dirinya sendiri (opportunistic
behavior). Untuk mengatasi masalah keagenan inilah kemudian dibentuk Komite Pemantau
Risiko. Komite Pemantau Risiko ini dibentuk oleh komisaris, untuk menjalankan fungsi
verifikasi/pengawasan terhadap manajemen.

Corporate Governance Beberapa pengertian Corporate Governance yang banyak diacu adalah
sebagai berikut:

Masalah corporate governance juga menjadi perhatian di Indonesia. Forum for corporate
governance in Indonesia (FCGI) dalam tahun 2003

“...Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus(pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentinganinternal dan
eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban  mereka atau dengan kata
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lainssuatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)” (FCGI, 2003)

Sedangkan Cadbury Committee tahun 1992 yang pertama kali memperkenalkan istilah
corporate governance, mendefinisikan nya :

“ A set of rules that defines the relationship between shareholders, managers, creditors,
the government, employees and other internal and ekternal stakeholdersini respect to their rights
and responsibilities”

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate governance adalah
suatu sistem meliputi seluruh mekanisme dan struktur yang digunakan untuk mengatur hubungan
antara pemegang saham serta mewakilinya, manajemen, kreditur, karyawan, dan pihak lainnya
yang terkait dengan perusahaan agar perusahaan dikelola dengancara terbaik dan tidak
merugikan pihak lain. Corporate governance pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja
perusahaan termasuk dalam peningkatan pengungkapan serta mendorong perusahaan untuk
selalu berkembang secara berkelanjutan.

Risk Disclosure. Siahaan (2009) mendefinisikan risiko sebagai berikut:
Proses sistematik untuk mengelola risiko risiko perusahaan yang terdiri dari 1) identify risk,

2) evaluate risk, 3)select risk management technique, dan implement and review techniques.
Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu (No. 11/25
/PBI/2009).

Di Indonesia, ketentuan mengenai persyaratan risiko di bank dalam laporan tahunan
secara eksplisit diatur pada PSAK No.60 (2010) tentang Instrumen keuangan: Pengungkapan dan
pelaporan. Dan keputusan ketua Bapepam No Kep-134/BL/BL/2006 tentang kewajiban
penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik serta Peraturan Bank Indonesia
No: 5/8/PBI/2003 dan No: 11/ 25 /PBI/2009. Sedangkan menurut pedomaa Pedoman Penyajian
dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan
(P3LKEPPBANK) pengungkapan risiko dibagi menjadi dua, Yaitu pengungkapan risiko umum
dan pengungkapkan risiko khusus.

Bapepam maupun IAI belum menyediakan kerangka kerja konseptual pengungkapan
risiko. Oleh karena itu, item pengungkapan dalam penelitian ini menggunakan item pada
Pedoman Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum   yang   ada   pada   Lampiran   Surat
Edaran   Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003 dan No: 11/ 25 /PBI/2009. Alasan utama
penggunaan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dianggap sebagai regulasi utama
dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Industri Perbankan. Sedangkaan
peraturan P3LKEPPBANK (2008) yang dekeluarkan oleh BAPEPAM bukan merupakan acuan
utama dalam pengungkapan risiko. Dalam penelitan ini  memperhatikan Pengungkapan risiko
pada penelitiaan ini mencakup (1) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, (2) kecukupan
kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, (3) kecukupan proses identifikasi,
(4) pengukuran, (5) pemantauan dan pengendalian risiko, (6) sistem informasi manajemen risiko,
dan (7) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan /atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat
kepada direksi (UU.RI No.40 tahun 2007). Pengertian yang sama mengenai dewan komisaris
juga diungkapkan dalam peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006. Dewan komisaris
merupakan organ perusahaan yang berfungsi utamanya adalah memberikan perhatian secara
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bertanggung jawab (Oversight) atas pengelolaan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan
perusahaan (Warsono, S., Amalia. F., Rahajeng. DK. 2009). Brountas (2004) menyatakan bahwa
krisis keuangan yang terjadi di Amerika dipicu oleh sikap Dewan Komisaris yang tidak
independen, tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi bisnis perusahaan,
tidak menghadiri rapat Dewan dan Komite, tidak memahami strategi perusahaan serta tidak
dapat bekerja sama dengan organ lain di perusahaan dan tidak melaksanakan tugas dengan penuh
tanggung jawab.

Komite Pemantau Risiko. Dalam struktur governance, bagian korporasi yang menentukan tidak
hanya top management (dewan direksi) tetapi juga perangkat board of directors (dewan
komisaris) karena Indonesia menganut two-tier management. Untuk mensejajarkan kepentingan
dewan direksi dengan pemegang saham (principal), Dewan Komisaris memiliki peran penting di
dalamnya. Di perbankan, Dewan Komisaris mengangkat beberapa komite untuk membantu
tugasnya yaitu komite remunerasi, komite nominasi, komite audit dan komite pemantau risiko
(Lukviarman, 2007). Keberadaan Komite Pemantau Risiko diatur dalam peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan corporate governance bagi bank umum.

Peran dan fungsi Komite Pemantau Risiko adalah sangat vital dalam rangka menunjang
efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan melakukan pengawasan dan pemberian
arahan kepada Direksi, hal ini disebabkan dengan semakin kompleknya kegiatan usaha
perbankan dan iklim persaingan usaha yang semakin ketat, setiap bank dituntut untuk terus
menunjukan kinerja nya yang baik, namum tetap harus memegang prinsip kehati – hatian dan
mampu mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin dapat mengganggu kelangsungan
usaha bank (Siahaan, 2009).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis. Proporsi Komisaris Independen dan
Risk Disclosure. Chtourou et al., (2001) dan Sun dan Cahan (2009) yang menyatakan bahwa
semakin besar jumlah anggota independen maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan
akan semakin baik. Beberapa riset yang berhubungan antara Dewan Komisaris Independen
dengan pengungkapan sukarela dengan hasil yang berbeda-beda dilakukan oleh Haniffa and
Cooke, (2000); Abdullah, 2004 dan Barako, (2007).  Barako, (2007) menyimpulkan terdapat
hubungan signifikan negatif antara Dewan Komisaris Independen dengan pengungkapan
sukarela, hasil yang sama juga dihasilkna oleh Klien (1998) dan Abraham dan Cox (2007) yang
menyimpulkan bahwa jumlah Dewan Komisaris Independen secara signifikan positif
berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan dan kinerja perusahaan. Hasil tersbut
didukung oleh Abdul dan Mohamed (2006).

Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Che Haat, M H, Rahman  dan Mahenthiran S
(2008) bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan jumlah Dewan Komisaris Independen dengan
pengungkapan tranparansi. Hasil ini sama dengan Dionne and Triki (2005) bahwa jumlah Dewan
Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap aktifitas aktifitas manajemen risiko.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap risk disclosure di
perbankan

Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris dan Risk Disclosure. Raber (2003)
mengatakan kefektifan Komisaris dalam melaksanakan fungsi kontrolnya harus mempunyai
pengetahuan tentang keuangan. Hal ini untuk meyakinkan untuk mengahasilkan pengungkapan
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yang baik kepada pemegang saham maupun masyarakat. Guner, AB. Malmendier. U and Tate G.
(2008) mengatakan bahwa regulator mewajibkan keahlian di bidang keuangan seorang Dewan
Komisaris guna mengahadapi krisis global karena meningkatnya skandal akuntansi. Dengan
asumsi bahwa Dewan Komisaris dengan lebih memahami prinsip prinsip keuangan dan standar
dapat memhami dalam monitoring manajemen.

Hasil yang sama dilakukan oleh Suhardjanto dan Afni (2009) yang menyimpulkan latar
belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap corporate social disclosure dan Ismail et al
(2011) menyimpulkan bahwa Latar belakang pendidikan Dewan Komisaris berpengaruh
signifikan terhadap pengungkapan risiko .
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Latar Belakang Pendidikan komisaris berpengaruh positif terhadap risk disclosure di
perbankan

Jumlah rapat Anggota Dewan Komisaris dan Risk Disclosure Cotter et.al (2008)
mengatakan bahwa frekuensi meeting Dewan Komisaris merupakan sumber yang penting untuk
menciptakan efektifitas tugas dewan komisaris. Fokus meeting Dewan Komisaris berpotensi
akan meningkatkan komunikasi antara direksi dan fungsi internal control dan menjadikan Dewan
Komisaris lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasannya, sehingga akan menjadikan
Dewan Komisaris menjadi lebih efektif (Yatim, 2009.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin
melalui rapat Dewan Komisaris. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Dewan
Komisaris wajib menyelenggrakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam
setahun. Penelitian yang dilakukan Vafeas (2003) menunjukan bahwa jumlah rapat yang
diselenggarakan Dewan Komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan dan pengungkapan.
Hasil ini didukung oleh Suhardjanto dan Dewi (2011) yang menyimpulkan bahwa jumlah rapat
Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap risk financial disclosure.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap risk dsclosure di
perbankan

Ukuran Dewan Komisaris dan Risk Disclosure. Ukuran dewan komisaris adalah banyaknya
dewan komisaris yang ada didalam perusahaan yang berfungsi mengarahkan berbagai aktifitas
perusahaan namun tidak bertanggung jawab untuk mengelolanya (Hunger dan Wheelen, 2000).

Dewan Komisaris mempunyai pernan penting dalam implementasi CG di Perusahaan
publik, di Inggris pernan Dewan Komisaris sangat  lemah dalam memontoring sehingga
dimungkinkan untuk memilih jumlah anggota Dewan Komisaris yang tepat sesuai dengan
kebutuhan perusahaan (Guest, 2008). Hal tersebut didukung oleh penelitian Singh., et al (2004)
bahwa jumlah anggota

Diharapkan dengan pengungkapan resiko perusahaan mendapatkan respon positif dari
stakeholder serta tidak terlalu banyak mendapatkan campur tangan dari luar perusahaan.
Penelitian Byard, D, Li, Y and Weintrop, J. (2006) meniympulkan bahwa Tingkat pengungkapan
informasi laporan keuangan  berhubungan dengan Ukuran Dewan komisaris Pendapat ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Dewi (2010) yang menyimpulkan bahwa
ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan resiko financial. Hasil
beda disampaikan oleh Lakhal (2005) bahwa tidak terdapat hubungan antara Ukuran dewan
Komisaris dengan Pengungkapan.
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap risk dsclosure di

perbankan

Proporsi Anggota Independen Komite Pemantau Risiko dan Risk Disclosure. Keberadaan
Komite Pemantau Risiko Independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris tertuang dalam
peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006. Dengan dibentuknya Komite Pemantau Risiko
independen harapannya adalah Komite Pemantau Risiko independen lebih mementingkan
kepentingan pemegang saham minoritas dan memberikan informasi lebih atas risiko kepada
Dewan Komisaris. Seperti halnya Independensi komite audit diharapkan dapat meniadakan
kemungkinan keberpihakan dan tidak netralnya fungsi pengawasan yang dijalankan dan
dipertanggung jawabkannya pada Dewan Komisaris perusahaan, maka KPR Independen
diharapkan mempunyai fungsi yang sama dengan Komite Audit.

Dengan merujuk hasil penelitian karakteristik komite audit beberapa penelitian bisa
dijadikan acuan yang digunakan untuk karakteristik komite pemantau risiko misalnya  Penelitian
Ho dan Wong (2001) ; Yuen et al., (2009) menyimpulkan bahwa komite audit independen secara
signifikan dan positif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Mangena dan Pike (2005)
menyatakan bahwa pengaruh manajemen berkurang ketika anggota komite lebih independen.
Penelitian Tao et al., (2012) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara karakter
komite resiko dengan kinerja perusahaan. Hasil tersebut beda hasil dengan Hock, Ng.Tuan et al.,
(2012) Bahwa Komite Risiko berpengaruh secara ngatif dengan Risiko. Dari peneltitian tersebut
diharapkan adanya keterlibatan komite pemantau resiko dalam pengungkapan resiko.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H5: Proporsi Anggota Independen Komite Pemantau Risiko berpengaruh positif

terhadap risk dsclosure di perbankan

Jumlah rapat Komite Pemantau Risiko  dan Risk Disclosure. Komite-komite yang dibentuk
Dewan Komisaris merupakan kepanjangan dari Dewan Komisaris, konsekuensinya sebagian
permasalahan Dewan Komisaris dapat ditangani oleh komitenya (Lipton and Lorsch, 1992).
Menon dan Williams (1994); Abbot et al., (2004) mengatakan bahwa kurang efektifnya peran
komite diakibatkan oleh kurang pertemuan reguler yang dilakukan. Tao dan Htchinson (2012)
banyaknya jumlah pertemuan komite dapat menghasilkan komunikasi yang baik antar komite
dan bagian lainnya di perusahaan sehingga mengurangi tingkat risiko. Hasil tersebut didukung
oleh Hock, Ng, Tuan; Lee Chong, Lee and Ismail, I (2012) bahwa Jumlah pertemuan Komite
Risiko berpangaruh positif terhadap risiko perusahaan. Lipton dan lorsch (1992) menyebutkan
bahwa pertemuan yang sering dilakukan oleh anggota komite diharapkan dapat menghasilkan
suatu hasil rapat yang berkaitan dengan isu-isu yang relevan dan dapat diselesaikan secara secara
tepat waktu dan efektif. Kebutuhan akan rapat Komite Pemantau risiko disesuaikan dengan
kebutuhan bank dan rapat komite dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51%
dari jumlah anggota (Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006) .

Dengan merujuk karakterisitik Komite audit penelitian Scarbrough et al. (1998)
menyatakan bahwa komite audit yang tidak ada perwakilan orang dalamnya melakukan lebih
banyak pertemuan dengan internal auditor dari pada komite audit yang memiliki orang dalam
sebagai anggotanya

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
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. H6: Jumlah rapat komite pemantau resiko berpengaruh positif terhadap risk
dsclosure di perbankan

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konsep penelitian disusun sebagai beikut:

Variabel Independen Variabel Dependen

+

+

+

+

+

+

Variabel Kontrol

METODE

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia)
tahun 2010-2011. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan purposive
sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 62 sampel laporan tahunan bank yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011.

Data dan Metode Pengumpulan Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data
sekunder industri perbankan yang diambil dari laporan tahunan tahun 2010- 2011. Data sekunder
dikumpulkan dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD), Indonesia Stock Exchane (IDX)
dan dari situs masing masing perusahaan sampel.  Kriteria populasi ini didasarkan atas
pertimbangan sebagai berikut: pertama, perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dipilih karena perusahaan tersebut memiliki kewajiban lebih tinggi untuk menerapkan
corporate governance. Kedua, bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI mempunyai kewajiban
untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang diaudit. Ketiga, Industri perbankan

RISK DISCLOSURE

( Y )

Dewan Komisaris

1. Proporsi  Anggota Independen
Komisaris (X1)

2. Latar Belakang Pendidikan
Dewan Komisaris (X2)

3. Jumlah Rapat Dewan Komisaris
(X3)

4. Ukuran Dewan Komisaris (X4)

Komite Pemantau Risiko
5. Proporsi Anggota Independen

Komite Pemantau Risiko (X5)

6. Jumlah Rapat Komite Pemantau
Risiko (X6)

Leverage (X7)

1. Leverage (X7)



Zulfikar and Suhardjanto: Praktik Corporate Governance Dan Risk …

Jurnal Akuntansi/Volume XVII, No. 03 September 2013: 321-340 329

merupakan salah satu industri perusahaan yang sangat regulated dikarenakan perusahaan berisiko
tinggi sehingga tingakt kepatuhan terhadap regulasi diharapkan tinggi. Keempat, penggunaan
hanya satu kelompok industri untuk menghindari perbedaan karakteristik industri perusahaan.

Definisi Operasional dan Pengukurannya Variabel Independen. Variabel independen
direpsentasikan oleh karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko.

Proporsi Komisaris Independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang
tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali,
serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan
peruahaan (Herwidayatmo, 2000). = ∑ ∑
Proporsi Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris

Raber (2003) mengatakan kefektifan dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi
kontrolnya harus mempunyai pengetahuan tentang keuangan. Abdul Ghafar (2008) menyimulkan
bahwa terdapat hubungan positif antara latar belakang pendidikan dewan komisaris dengan
under pricing saham.  Hal ini mengindikasikan dewan komisaris dengan latar belakang
pendidikan akuntansi/bisnis memberikan manfaat pemahaman dan variasi ide dan strategi.

Menurut Suhardjanto dan Afni (2009), latar belakang pendidikan komisaris utama
mempengaruhi keputusan dan masukan yang diberikan kepada dewan direksi. Dewan komisaris
lebih efektif apabila dewan komisaris memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan operasi
perusahaan. Xie, et al. (2003) menemukan bahwa rata-rata dewan komisaris yang
berpengalamandibidang bisnis dapat memahami perusahaan dan mengembangkan penerapan
governance dengan baik. Mengacu pada penelitian Kusumastuti et al., (2007); Suhardjanto dan
Afni (2009) dan Tao et al (2012) yaitu komisaris yang memiliki pendidikan ekonomi dan
manajemen resiko diberi kode 1 dan yang tidak memiliki diberik kode 0.

Prop LBP = ∑ /∑
Jumlah rapat Anggota Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris
biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Menurut Peraturan Bank
Indonesia No.8/14/2006 rapat dewan komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan
komisaris secara fisik paling kurang 2 kali dalam setahun. Azim dan Taylor (2009) menyatakan
bahwa aktifitas monitoring dewan komisaris dapat dilihat selain melalui kuantitas meeting yang
dilakukan adalah melalui kehadiran dalam meeting tersebutUkuran yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seperti yang digunakan dalam penelitian Vafeas (2003) dan Brick dan
Chidambaran (2007) .

JumRDK = ∑Rapat dalam 1 tahun
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Ukuran Dewan Komisaris. Ukuran dewan komisaris adalah banyaknya dewan komisaris yang
ada didalam perusahaan yang berfungsi mengarahkan berbagai aktifitas perusahaan namun tidak
bertanggung jawab untuk mengelolanya (Hunger dan Wheelen, 2000). Florackis dan Ozkan
(2004) menyebutkan bahwa boards lebih dari tujuh anggota tidak aka efektif dalam menjalankan
fungsinya. Maksudnya bahwa sejumlah besar boards dapat menyebabkan koordinasi yang
kurang efektif, kurang kominikatif dan dalam pengambilan keputusan dan cenderung
dikendalikan oleh manajer. Jumlah anggota boards mempengaruhi aktivitas pengendalian dan
pengawasan (Andres, et al. 2005).

= +
Proporsi Anggota Independen Komite Pemantau Risiko. Keberadaan Komite Pemantau
Risiko Independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris tertuang dalam peraturan Bank
Indonesia No. 8/4/PBI/2006. Semakin banyak jumlah anggota Komite Pemantau Risiko
diharapkan akan semakin berkualitas rekomendasi pengungkapan risiko yang diberikan pada
dewan komisaris. Jumlah anggota independen minimal 51 % dari jumlah Anggota Komite
Pemantau Risiko Karena rekomendasi merupakan hasil pemikiran beberapa orang, sehingga
pertimbangan rekomendasi menjadi obyektif.

Tao et al (2012) Proporsi Komite Risiko Independen merupakan kunci utama dalam
komite risiko, hal ini seperti halnya fungsi dewan komisrais independen efektif dalam fungsi
monitoring karena merupakan repsentative para pemegang saham. Ukuran Proporsi komite
pemantau risiko diukur dengan persentase komite pemantau risiko independen dari seluruh
anggota komite pemantau risiko, indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Tao et al
(2012). = ∑ ∑
Jumlah rapat Anggota Komite Pemantau Risiko. Kebutuhan akan rapat komite pemantau
resiko disesuaikan dengan kebutuhan bank dan rapat komite dapat dilaksanakan apabila dihadiri
oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota (Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006).
Dalam penelitian ini ukuran jumlah rapat selama satu tahun.  Mengacu pada penelitian Tao et al.,
(2012) bahwa jumlah pertemuan rapat komite dalam satu tahun. Dengan harapan semakin
banyak jumlah rapat Komite Pemantau Risiko maka dihasilkan suatu rekomendasi tentang
pelaksanaan Manajemen Risiko di Perbankan yang direkomendasikan kepada Dewan Komisaris.

JumRapKPR = ∑Rapat dalam 1 tahun

Variabel Dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan item risk disclosure Surat Edaran No. 05/21/DPNP/ 2003 Kepada Semua Bank
Umum Konvensional Di Indonesia, Perihal: perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank
Umum. Rumus yang digunakan mengacu pada penelitian Oorschot (2009), tingkat risk
disclosure diukur dengan menggunakan teknik scoring. Persamaan yang digunakan untuk
menghitung tingkat kuantitas risk disclosure dalam penelitian ini:
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=
Keterangan: RDSBY = Risk disclosure score bank B pada tahun Y; MAX BY = Nilai maksimum
yang mungkin dicapai bank B pada tahun Y; 1 = Item dalam framework; SCOREiBY =  Skor
untuk item I, bank B pada tahun Y.

Variabel Kontrol. Leverage. leverage yang  merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai
dengan utang. Penggunaan utang yang besar membuat perusahaan menyediakan infroamsi yang
lebih banyak untuk memenuhi tuntutan investor (Suhardjanto dan Miranti, 2009) dan Htay, et
al.(2011) yang menunjukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap risk management
disclosure indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan yang  digunakan oleh
(Suhardjanto dan Miranti,  2009) dan Htay, et al.(2011) yaitu menggunakan rasio utang terhadap
modal sendiri. =
Metode Analisis data. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk menjelaskan
karakteristik data dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi berganda. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan software SPSS release 16.

Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standar deviasi,
maksimum dan minimum dari masing-masing data sampel Bank Analisis ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran mengenai distribusi dan prilaku data sampel tersebut.

Analisis regresi Berganda. Regresi berganda merupakan model analisis yang dapat digunakan
untuk menanalisis pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen.Sebagai
prasyarat pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data
penelitian valid, tidak bias, konsisten dan penafsiran koefisien regresinya efisien (Gujarati,
2003). Pengujian asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi dan
Heterokedasitas.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, dengan rumus persamaan
sebagai berikut : = + PropKI+ LBPDK+ JumRapDK+ UkDK + PropKPR

I+ JumRapKPR + + e

Keterangan:

Variabel Pengukuran
Risk  Disclosure (RD) Memberi angka 1 pada item RMD yang

diungkapkan perusahaan dan angka 0 pada item
yang tidak diungkapkan oleh perusahaan melalui
laporan tahunannya kemudian dihitung
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persentasenya.

Proporsi Komisaris Independen (PropDKI) Memebandingkan jumlah komisaris independen
terhadap keseluruhan dewan komisaris x 100%.

Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris
(KompDK)

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini
adalah persentase anggota dewan komisaris yang
memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/
bisnis dan berpengalaman  ddibanding jumlah
seluruh anggota dewan.(Kusumaastuti et al., 2007)

Jumlah Rapat Dekom (JumRapDK) Jumlah rapat Dekom dalam 1 tahun
Ukuran Dewan Komisaris (UkDK) Jumlah anggota dewan komisaris dari internal

ditambah dewan komisaris dari eksternal
Proporsi Anggota Independen Komite
Pemanatau Risiko  (PropKPRI)

Memebandingkan jumlah anggota komite
pemantau resiko terhadap keseluruhan anggota
komite pemantau resiko  x 100%

Jumlah Rapat  Komite Pemantau Resiko
(JumRapKPR)

Jumlah rapat Komite pemantau resiko  dalam 1
tahun

Leverage (Lev) Membandingkan Total utang terhadap Total
Ekuitas

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskriptif Data. Pengembangan model empirik dalam penelitian ini menggunakan data Risk
Disclosure, Proporsi Komisaris Independen (PropDKI), Latar Belakang Pendidikan Dewan
Komisaris (LBP DK) , Jumlah Rapat Dewan komisaris (JumRapRDK), Ukuran Dewan
Komisaris (UkDK), Proporsi Anggota Independen Komite Pemantau Risiko (PropKPRI), Jumlah
Rapat Komite Pemantau Resiko (JumRapKPR), Leverage (Lev). Hasil dari perhitungan tersebut
ditampilkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif CG dan RD Perbankan di Indonesia

No Variabel Minimum Maximum Mean Std Deviasi
1 RD (%) 0,17 1,00 0,58 0,19
2 Proporsi Komisaris Independen (%) 0,25 1,00 0,57 0,13
3 Latar Belakang Pend Anggota Dewan Komisaris 1,00 6,00 3,00 1,14
4 Jumlah Rapat Anggota Dewan Komisaris 2,00 47,00 12,00 9,44
5 Ukuran Dewan Komisaris (%) 1,00 9,00 4,00 1,81
6 Prop Angg Independen Kom Pemantau Risiko (%) 0,00 1,00 0,62 0,20
8 Jumlah Rapat Anggota Komite Pemantau Resiko 2,00 36,00 8,00 6,30

11 Leverage 0,14 15,62 8,77 3,11

Statistik deskriptif tabel 1 menunjukan bahwa tingkat Risk Disclosure (RD) Perbankan di
Indonesia memiliki nilai bervariasi antara 17% sampai 100% dengan tingkat rerata 58 %, rerata
mengungkapkan 36,54% atau 36 poin. Jumlah pengungkapan ini masih jauh dibawah 63 poin
dimana pengungkapan resiko yang idealnya diungkapkan menurut SE Bank Indonesia
No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat RD pada
annual report perbankan di Indonesia masih rendah.
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Proporsi Dewan Komisaris Independen bervariasi antar 25% - 100% dengan nilai rerata
57%.  Hal ini berarti bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen dalam keanggotaan Dewan
Komisaris di Industri Perbankan Indonesia sudah memenuhi peraturan Bank Indonesia
No.8/14/PBI/2006 yang mensyaratkan paling sedikit 50% jumlah anggota Dewan Komisaris
Independen.

Latar Belakang Pendidikan dewan Komisaris Industri Perbankan Indonesia bervariasi 1 –
6 orang yang mempunyai Latar belakng bisnis/ ekonomi, dengan nilai rerata jumlah anggota
Dewan Komisaris yang berlatar belakang pendidikan ekonomi/bisnis sebanyak 3 Orang anggota
Dewan Komisaris. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No No.8/14/PBI/2006,  tidak diatur
tentang Latar belakang  yang dimiliki, yang diatur dalam peraturan tersebut adalah telah lulus fit
and Proper Test. Dengan melihat nilai rerata dapat disimpulkan bahwa anggota Dewan
Komisaris mempunyai komptensi bidang ekonomi/ keuangan, hal ini mencerminkan bahwa
proses perekrutan anggota Dewan Komisaris sudah dilakukan sesuai dengan harapan, dengan
harapan akan terbentuknya proses governance yang baik.

Jumlah rapat Dewan komisaris bervariasi dari 2 sampai 47 kali dalam setahun dengan
nilai rerata jumlah rapat Dewan Komisaris 12 kali setahun. Berdasarkan peraturan Bank
Indonesia No 8/14/2006 rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling
kurang 4 kali dalam setahun. Dengan melihat nilai rerata jumlah rapat Dewan Komisaris dapat
disimpulkan bahwa anggota Dewan komisaris aktif melakukan peretemuan untuk memonitor dan
mengevaluasi kinerja manajemen.

Ukuran Dewan Komisaris perbankan di Indonesia bervariasi 1 samapai 9 dengan nilai
rerata 4 orang. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/4/2006 dewan komisaris berjumlah
paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Peraturan lainnya
yang mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang
PT yang menyatakan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun
dan atau mengelola dana masyarakat paling sedikit 2 orang anggota dewan komisaris. Dengan
melihat rerata jumlah anggota dewan komisaris perbankan di Indonesia yang berjumlah 4 orang
berarti rata-rata perbankan sudah memenuhi aturan BI dan UU tentang PT.

Proporsi Komite Pemantau Risiko Independen bervariasi 0 samapai 100% dengan nilai
rerata 62%. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/14/2006 mengatur tentang jumlah anggota
Komite Pemaantau Risiko Independen  paling sedikit 51% dari jumlah anggota Komite
Pemantau Risiko. Dengan melihat hasil nilai rerata tersebut berarti sudah memenuhi aturan bank
Indonesia tentang Proporsi anggota Independen Komite Pemantau Risiko.

Jumlah rapat Komite Pemantau Risiko bervariasi 3 sampai 36 kali setahun dengan nilai
rerata 8 kali setahun. Peraturan Bank Indonersia No.8/14/2006 tidak mengatur tentang jumlah
rapat minimum setahun, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan Bank. Dengan melihat nilai rerata
jumlah rapat maka dapat disimpulkan bahwa anggota Komite Pemantau Risiko aktif
melakukan pertemuan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja direksi. Semakin banyak rapat
mencerminkan semakin baik proses governance perbankan tersebut.

Analisis Regresi Berganda. Regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab
rumusan masalah yaitu menguji apakah praktek CG berpengaruh terhadap RD. Pengujian regresi
berganda ini dilakukan dengan metode backward. Metode backward adalah metode regresi
dengan cara memasukan keseluruhan variabel prediktor ke dalam analisis kemudian
menguranginya satu demi satu prediktor guna menguji dan memastikan variabel yang benar-
benar berpengaruh (Ghozali, 2006).
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Adapun hasil masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil regresi linear berganda

Catatan : ***) = signifikan pada ά = 0,01
**) = signifikan pada ά = 0,05
*) = signifikan pada ά = 0,1

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan alat bantu SPSS release 16 adalah
sebagai beikut:

RD = 0,275 + 0,337PropDKI-0,055LBP DK+0,200JumRapDK+0,029UkDK-0,143PropKPR+0,014JumRapKPR

Hasil Adjusted R square pada tabel 2 adalah 0,230. Hal ini berarti bahwa kombinasi
variabel independen yang terdiri dari Proporsi Komisaris Independen (PropDKI), Latar
Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBPDK), Jumlah Rapat Dewan komisaris
(JumRapRDK), Ukuran Dewan Komisaris (UkDK), Proporsi Anggota Independen Komite
Pemantau Resiko (PropKPRI), Jumlah Rapat Komite Pemantau Resiko (JumRapKPR), dengan
variabel kontrol Leverage (Lev) dapat menjelaskan variabel dependen yaitu luas pengungkapan
risiko (RD) sebesar 23 %. Sisanya sebesar 77% pengungkapan risiko di perbankan di Indonesia
di pengaruhi faktor lain.

Nilai F hitung 10,093 dengan tingkat signifikansi 0,000 (p value < 5%). Karena nilai F
hitung 10,093   lebih tinggi dari F tabel 2,21  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka
dapat disimpulkan kombinasi variabel independen Proporsi Komisaris Independen (PropDKI),
Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBPDK), Jumlah Rapat Dewan komisaris
(JumRapRDK), Ukuran Dewan Komisaris (UkDK), Proporsi Anggota Independen Komite
Pemantau Resiko (PropKPRI), Jumlah Rapat Komite Pemantau Resiko (JumRapKPR), dengan
variabel kontrol Leverage (Lev) secara bersama sama mempengaruhi pengungkapan risiko  (RD)
(Ghozali, 2006). Hal ini bisa dikatakan juga bahwa model regresi berganda baik dan memenuhi
syarat goodness of fit.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan. H1: Proporsi Komisaris independen (PropDKI)
berpengaruh positif terhadap Risk Disclosure (RD) perbankan di Indonesia.

B t p-value
(Constant) 0,275 2,730 0,008
Proporsi  Komisaris Independen (%) 0,337 2,024 0,047**)
Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris -0,055 -0,478 0,634
Jumlah Rapat Anggota Dewan Komisaris 0,200 1,507 0,137
Ukuran Dewan Komisaris ( %) 0,029 0,252 0,802
Proporsi  Komite Pemantau Resiko  Independen(%) -0,143 -1,233 0,223
Jumlah Rapat Anggota Komite Pemantau Resiko 0,014 3,839 0,000***)
Leverage 0,025 0,213 0,832
R Square 0,255
Adjusted R Square 0,230
F 10,093
Sig 0,000
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Hasil regresi pada tabel 2 menunjukan nilai t hitung 2,024 sedang p-value menunjukan
angka 0,047 jauh dbawah 0,05. Hal ini berarti Proporsi dewan komisaris independen (PropDKI)
berpengaruh positif terhadap risk disclosure (RD) perbankan di Indonesia. Hal ini
mengindikasikan bahwa Dewan Komisaris Independen memahami dan melaksanakan tugasnya
selaku pihak independen dalam mengaw asi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tata
kelola perusahaan dan kebijakan strategis bank. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian
Nasution dan Setiawan (2007) di Indonesia yang menemukan bahwa ukuran Dewan Komisaris
yang besar akan lebih efektif jika dibandingkan ukuran dewan komisaris yang sedikit.

H2: Latar belakang Pendidikan   Dewan komisaris   berpengaruh positif terhadap Risk Disclosure
di perbankan.

Hasil regresi pada tabel 2 menunjukan nilai t hitung -0,478 sedangkan p-value menunjukan
angka 0,634 jauh diatas 0,05. Hal ini berarti Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris  tidak
berpengaruh positif terhadap risk dsclosure di perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa
Dewan Komisaris  tidak optimal dalam menggunakan pengetahuannya tentang bisnis dan
ekonomi  dengan baik terutama dalam mendorong manajemen untuk mempraktikan RD. Hasil
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian  Reeb dan Zhao (2009); Chemmanur et al (2009)
yang menenmukan kompetensi Dewan Komisaris  merupakan faktor yang menentukan dalam
peningkatan nilai perusahaan dan kualitas pengungkapan perusahaan. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian dilakukan oleh Ismail dan Rahman (2011) bahwa Latar belakang
pendidikan tidak berpengaruh terhadap Risk Disclosure.

H3: Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Risk Disclosure di perbankan
Hasil regresi pada tabel 2 menunjukan nilai t hitung 1,507 sedangkan p-value menunjukan

angka 0,137 jauh diatas 0,05. Hal ini berarti Jumlah rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh
positif terhadap risk dsclosure di perbankan. Hasil penelitian ini beda hasil dengan Suhardjanto
dan Dewi (2010); Tao dan Htcchinson (2012) Bahwa jumlah rapat Dewan Komisaris
berpengaruh positif dengan Risk Disclosure. Sedangkan penelitian Brick dan Chimbadaran
(2007) mendukung penelitian ini.  Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya pertemuan yang
dilakukan dewan komisaris yaitu minimum 4 kali pertemuan dalam satu tahun, dengan harapan
jumlah pertemuan berpengaruh terhadap risk disclosure perbankan di Indonesia.  Akan tetapi
hasil pengujian regresi yang menunjukan tidak adanya pengaruh signifikan jumlah pertemuan
dewan komisaris terhadap risk disclosure mengindikasikan bahwa aktifitas yang dilakukan oleh
dewan komisaris  merupakan aktifitas yang tidak efektif dalam menjalankan fungsinya untuk
mengawasi proses pelaporan keuangan perbankan.

H4: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Risk Disclosure di perbankan
Hasil regresi pada tabel 2 menunjukan nilai t hitung 0,252 sedangkan p-value menunjukan

angka 0,802 jauh diatas 0,05. Hal ini berarti ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh
terhadap risk dsclosure di perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah
anggota Dewan Komisaris sebuah bank, tidak mempengaruhi dalam pengawasan bank sehingga
fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan  tidak efektif dan optimal terhadap pengungkapan
risiko. Jumlah dewan komisaris yang besar diharapakan memunculkan perpaduan skill antar
anggotanya sehingga akan meningkatkan ketelitian pengawasan dan pengendalian terhadap
manajemen perusahaan. Namun demikian hasil regresi menunjukan Ukuran Dewan Komisaris
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tidak berpengaruh terhadap risk dsclosure di perbankan. Hasil penelitian ini mendukung
penelitian Htay et al., (2011); Ismail dan Rahman (2011); El Zahar et al., (2012).

H5: Proporsi Anggota Independen Komite pemanatau Risiko berpengaruh positif terhadap Risk
Disclosure di perbankan.

Hasil regresi pada tabel 2 menunjukan nilai t hitung -1,233 sedangkan p-value menunjukan
angka 0,223 jauh diatas 0,05. Hal ini berarti proporsi Komite Pemantau Risiko Independen tidak
berpengaruh positif terhadap risk disclosure di perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa
Komite Pemantau Risiko Independen tidak memahami dan melaksanakan tugasnya selaku pihak
independen dalam mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan pengungkapan
risiko. Peran dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Independen pada perbankan di
Indonesia belum berfungsi sebagaimana mestinya.  Dengan demikian hasil regresi menunjukan
proporsi komite pemantau resiko tidak berpengaruh berpengaruh terhadap risk dsclosure di
perbankan. Hasil ini mendukung penelitian Hock-Ng et al., (2012) bahwa Komite Risiko
Managemen berpengaruh terhadap Underwriting Risk.

H6: Jumlah Rapat Anggota Komite Pemantau Risiko berpengaruh positif terhadap Risk
Disclosure di perbankan

Hasil regresi pada tabel 2 menunjukan nilai t hitung 3,839 sedangkan p-value menunjukan
angka 0,000 jauh dibawah 0,05. Hal ini berarti Jumlah Rapat Komite Pemantau Resiko
berpengaruh positif terhadap risk dsclosure di perbankan. Tinggi rerata jumlah pertemuan yaitu 8
kali pertemuan dalam satu tahun menunjukan tingginya aktifitas komite pemantau risiko dalam
menjalankan tugasnya, jumlah pertemuan tersebut berpengaruh terhadap tingkat risk disclosure.
Hasil ini mengindikasikan bahwa aktifitas yang dilakukan Komite Pemantau Risiko merupakan
aktifitas yang efektif dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi proses pelaporan risiko
Industri Perbankan. Penelitian ini didukung penelitian Tao et al (2012) bahwa keberadaan
banyak nya pertemuan Komite Risiko berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko
dan kinerja bank. Dengan demikian, hasil penelitian yang menunjukan arah positif signifikan ini
berarti jumlah pertemuan merupakan faktor yang relevan untuk mengukur peran Komite
Pemantau Risiko terhadap tingkat Risk Disclosure.

Variabel kontrol leverage yang diukur dengan membandingkan total utang terhadap total
ekuitas tidak berpengaruh terhadap Risk Disclosure yang ditunjukkan dengan nilai t hitung 0,213
dan probabilita signifikansinya 0,832. Hasil sama hasil dengan penelitian Suhardjanto dan Dewi
(2011); oliviera et al., (2011) bahwa Leverage tidak berpengaruh dengan Risk Disclosure

PENUTUP

Kesimpulan Penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama. Tingkat
pengungkapan risiko di Industri Perbankan Indonesia masih rendah, hal ini dikarenakan
perusahaan – perusahaan sampel masih mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi. Kedua
Pengungkapan butir-butir risiko yang telah ditetapkan oleh badan regulasi tidak sepenuhnya
ditaati oleh perusahaan sampel. Ketiga. Hasil pengujian hubungan praktik Corporate
Governance dengan pengungkapan risiko menunjukan bahwa Proporsi Komisaris Independen
(PropDKI) dan Jumlah Rapat Anggota Komite Pemantau Resiko (JumRapKPR), terbukti
berpengaruh terhadap risk disclosure di industri perbankan Indonesia. Hasil penelitian ini berarti
Proporsi Komisaris Independen (PropDKI) dan Jumlah Rapat Anggota Komite Pemantau Resiko
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(JumRapKPR) merupakan proksi yang bisa menjelaskan pengaruh praktek corporate governance
terhadap risk disclosure di industri perbankan Indonesia. Hasil ini menunjukan bahwa
perusahaan dengaan Proporsi Komisaris Independen dan jumlah rapat Komite Pemantau Risiko
besar maka diharapkan semakin besar proporsi pengungkapan risiko di Industri Perbankan
Indonesia. Keempat. Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (LBP DK) , Jumlah Rapat
Anggota Dewan komisaris (JumRapRDK), Ukuran Dewan Komisaris (UkDK), Proporsi Angota
Independen Komite Pemanatau Risiko (PropKPRI),  dengan variabel  kontrol Leverage (Lev)
tidak berpengaruh terhadap Risk Disclosure ini berarti kelima proksi tersebut bukan merupakan
proksi yang relevan untuk menjelaskan pengaruh praktek corporate governance terhadap risk
disclosure.

Keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum adanya regulasi yang jelas
mengatur pengungkapan risiko. Karakteritik item yang digunakan untuk mengukur tingkat
pengungkapan risiko masih umum dan kurang spesifik. Hal tersebut mengakibatkan adanya
permsalahan untuk mengukur tingkat pengungkapan risiko.
Saran. Pertama. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih rinci tentang
pengungkapan masing-masing jenis risiko sehingga bisa menjelaskan praktik tingkat kepatuhan
dan pengungkapan jenis risiko yang dilakukan oleh Industri Perbankan di Indonesia. Kedua.
Penelitian selanjutnya bisa menguji perbandingan tentang praktik pengungkapan risiko di
beberapa negara berkembang dan Indonesia, baik yang Mandatory maupun yang Voluntary.
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